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PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
 



Mekanisme pengaduan masyarakat yang sejatinya merupakan salah satu bentuk pengawasan 
(kontrol sosial) dengan menyampaikan apa yang diketahui dan dirasakan oleh dirinya atau 
kelompoknya atas suatu masalah yang dihadapi, dilihat atau diamati,sebagai reaksi atas 

ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan,  ketidakberesan atau penyimpangan dalam 
pelaksanaan oleh aparatur pemerintah 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik jo. Peraturan Presiden 
Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik mewajibkan setiap 

penyelenggara pelayanan publik menyediakan sarana pengaduan, menugaskan pelaksana yang 
kompeten dalam pengelolaan pengaduan, dan menyusun mekanisme dan tata cara 

pengelolaan pengaduan 

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 
juga mengatur mengenai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) 
yang merupakan bagian dari sistem informasi pelayanan publik secara nasional yang dapat 
merealisasikan kebijakan άno wrong door policyέ dalam menjamin hak masyarakat untuk 

menyampaikan pengaduan atas kinerja pelayanan publik 

Terbentuknya SP4N diharapkan dapat menjawab tantangan koordinasi dan sinkronisasi 
pengelolaan pengaduan di berbagai institusi di Indonesia, yang tidak hanya menyediakan 
sarana pengaduan, tetapi termasuk pengelolaan pengaduan serta tindakan korektif atas 

penanganan dan penyelesaian pengaduan 
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Latar Belakang 
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Alur Penanganan Berkas Pengaduan Masyarakat 
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Penanganan Pengaduan Masyarakat  

Desember 2005 s.d. Agustus 2015 
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SURAT TANGGAPAN DARI INSTANSI TERKAIT 

Berdasarkan Jenis Permasalahan 

Tahun 2006s.d. Agustus 2015 
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No Jenis Permasalahan 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Penyalahgunaan Wewenang     3 44 170 54 15 12 7 2 

2 Pelayanan Masyarakat 1   1 5 96 61 33 18 52 59 

3 Korupsi/Pungli     1 20 85 41 27 61 72 42 

4 Kepegawaian/Ketenagakerjaan 1 5 6 132 247 235 174 256 327 338 

5 Pertanahan/Perumahan 1 3 10 62 111 165 106 90 148 149 

6 Hukum/Peradilan/HAM     6 131 130 373 275 102 122 110 

7 Kewaspadaan Nasional       10 16 7 3 12 17 12 

8 Tatalaksana/birokrasi   2 3 11 24 13 22 4 1 1 

9 Lingkungan Hidup       10 19 23 18 35 17 21 

10 Umum       15 33 62 20 16 13 36 

   Jumlah 3 10 30 440 931 1034 693 606 776 770 

29.362 surat/berkas 

5293 surat  
respon/jawaban 

tindaklanjut

jawaban18% 
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Publikasi Penanganan Pengaduan 
Masyarakat Dalam Rangka Diseminasi Publik 

Penyusunan Buletin Penanganan Pengaduan Masyarakat Sejak Tahun 2011 

Pemuktahiran/update data serta hasil penanganan pengaduan masyarakat 
pada website Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id) 

Dialog interaktif  dalam acara public corner di Metro TV, tanggal 8 Juni 2008, 
dengan tajuk άRakyat Mengadu, Presiden Bertindakέ 

Dialog interaktif  di RRI Pro 2 FM Jakarta, tanggal 13 November 2008, dengan tema 
άPengaduan Sebagai Bentuk Komunikasi Pemerintah Dengan Stakeholders: Anda 
Mengadu, Kami Menanganiέ 

Program siaran langsung Chat Club di Metro TV, tanggal 26 November 2009 
dengan tema άPenanganan Pengaduan Masyarakat di Lembaga Kepresidenanέ 

http://www.setneg.go.id/
http://4.bp.blogspot.com/_59APqZUb0qM/TRAYb6-5oSI/AAAAAAAAAtI/jpfIZ3-lntI/s1600/Dewas+Talk+show.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_59APqZUb0qM/TRAZSnHWa6I/AAAAAAAAAtQ/UoHzZGz6Jss/s1600/nov_13_2008_dialog_interaktif_di_pro2_fm-website.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_59APqZUb0qM/TRAax_nbWrI/AAAAAAAAAtc/xaLzPlr_FIY/s1600/talk_show_metro+tv.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_59APqZUb0qM/TRAamSaou9I/AAAAAAAAAtY/7siAV8ZccSU/s1600/DSC00109.JPG


Uapaya Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan SDM  
Melalui Pelaksanaan Kegiatan Dalam Menangani Pengaduan Masyarakat 

Kegiatan 
Penanganan 
Pengaduan 
Masyarakat 

Rapat Kerja 
Pengembangan 

Sistem Klasifikasi 
Pengaduan 

Masyarakat di 
Yogyakarta pada 
tanggal 14 s.d. 18 

Maret  2007. 

Pelaksanaan rapat kerja 
Standarisasi Pelayanan 
Publik di Bandung pada 

tanggal 28 s.d. 30 
November 2007 

Rapat Kerja Standar 
Operasional Prosedur 
dalam penanganan 

pengaduan masyarakat 
pada tanggal 13 s.d. 15 

Desember 2007 

Seminar "Peningkatan 
Nilai Ekonomis atas 

Tanah sebagai Upaya 
Penggerak 

Penyelesaian Masalah 
Pertanahan dan 

Koordinasi Pengaduan 
Masyarakat di Bidang 

Pertanahan", pada 
tanggal  28 Agustus 

2008. 

Diskusi dengan tema 
"Optimalisasi 
Penanganan 
Pengaduan 

Masyarakat Di 
Lingkungan 

Sekretariat Lembaga 
Kepresidenan", pada 

tanggal 7 Oktober 
2009 

Temu Karya dengan 
ǘŜƳŀ άtŜƴŀƴƎŀƴŀƴ 

Pengaduan 
Masyarakat secara 

Efektif, Efisien, Akurat 
dan Terpadu, sebagai 

upaya penggerak 
penyelesaian 

ǇŜǊƳŀǎŀƭŀƘŀƴ I!aέΣ 
pada tanggal 11 
November 2010 

Menyelenggarakan 
Bimtek Pelaksanaan 
UU Nomor 25 Tahun 

2009 tentang 
Pelayanan Publik, 
pada tahun 2011 

Temu Karya dengan 
ǘŜƳŀ άhǇǘƛƳŀƭƛǎŀǎƛ 
Peran Pengaduan 
Masyarakat Dalam 

Upaya Pencegahan dan 
Pemberantasan 

Korupsi, pada tanggal 
12 Juli 2012 

Bimtek Kerasipan 
mengenai 

άƳaŀƴŀƧŜƳŜƴ 
Arsip Dinamis Aktif 

Terhadap 
Surat/Berkas 
Pengaduan 
Masyarakat  

Diskusi Terbatas 
dengan tema 
άOptimalisasi 
Penanganan 
Pengaduan 

MasyarakatέΣ pada 
tanggal 11 

Desember 2013 

    Sumber :   RAB Biro Pengaduan Masyarakat 
2006/2007/2008. 
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�9 Channels/interface lintas instansi belum terhubung satu 
dengan lainnya, sehingga para pengelola pengaduan 
dengan instansi yang berwenang menangani tidak dalam 
satu kesatuan system 

�9 Delegasi business processes yang tidak tajam/tidak 
konsinten/ tumpang tindihBerbagai aplikasi/database 
sifatnya masih berdiri sendiri 

�9 Surat tanggapan/respon atas penanganan pengaduan 
masyarakat dari instansi terkait belum berbanding lurus 
dengan surat pengaduan yang diteruskan 

�9 Belum adanya regulasi/aturan yang mengikat instansi 
penerima penyaluran pengaduan untuk segera 
menanganai dan melaporkan hasil penanganannya 
kepada instansi yang menyalurkan 

�9 Belum sinkronnya beberapa aturan terkait penanganan 
pengaduan masyarakat. 
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Kondisi Eksisting  Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 


